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Abstrak 
 

Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Penyaluran 

Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Buton berdasarkan dimensi: 
Organisasi, intrepretasi dan pelaksanaan. Metode yang digunakan adalah deksriptif kualitatif. 

Peneliti bereran sebagai instrument utama dalam mengumpulkan, menyajikan dan 

menganalisis data. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumnetasi. Teknis 

analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan ferivikasi data. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan bantuan sosial tunai dilakukan 

dengan 3 aspek yaitu (1) organisasi pelaksana implementasi kebijakan penyaluran bantuan 
sosial tunai melibatkan kantor pos sebagai penyalur, pemerintah daerah mengawasi proses 

penyaluran dan dana bersumber dari pemerintah pusat. Adapun sumber daya manusia 

melibatkan Dinas Sosial, TNI Polri, kejaksaan dan Kantor Pos. (2) Intrepretasi kebijakan 

menunjukan adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap 

perannya masing-masing. (3) penerapan bantuan sosial tunai dilakukan dengan melibatkan 
berbagai stakeholder dengan pemberian jadwal penerima bantuan, namun mendadak dan 

penerima bantuan masih menggunakan data sebelumnya. 

Kata kunci: kebijakan, implementasi & bantuan sosial sosial 
 

Abstract 

 
The purpose of the study is to describe the Implementation of the Cash Social Assistance 

(BST) Distribution Policy During the Pandemic in Buton Regency based on the dimensions: 
Organization, interpretation and implementation. The method used is qualitative descriptive. 
Researchers are the main instruments in collecting, presenting and analyzing data. Data were 
collected through interviews, observations and documentation. Technical data analysis is carried 
out by means of data reduction, data presentation and data ferrivation. The results of the study 
show that the implementation of the cash social assistance policy is carried out in 3 aspects, 
namely (1) the implementing organization of the cash social assistance distribution policy 
involves the post office as a distributor, the local government supervises the distribution process 
and funds are sourced from the central government. The human resources involve the Social 

Service, the Indonesian National Police, the prosecutor's office and the Post Office. (2) Policy 
interpretation shows that there is a common understanding between implementers and recipients 
of their respective roles. (3) The implementation of cash social assistance is carried out by 
involving various stakeholders by providing a schedule for aid recipients, but suddenly and the 
recipients of assistance are still using 2015 data. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu tantangan Indonesia adalah adanya  pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) yang bermula di awal tahun 2020. Pandemi ini penyebarannya  sangat cepat yang 
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mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, yaitu dengan 

menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19 

(Ristyawati, 2020). Upaya pemerintah dalam rangka mencegah dampak Covid -19 melalui 

bantuan sosial tunai dilakukan guna mencegah peningkatan angka kemiskinan. 

Akibat kasus Covid-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan 
seperti mengeluarkan himbauan social distancing (pembatasan Sosial), mengeluarkan 
himbauan untuk Work From Home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, 

membangun RS khusus untuk penanganan Covid-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan 

pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi 

masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah 

sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. 

Kebijakan pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus 
penyebaran COVID-19. Kebijakan ini tentunya memiliki banyak dampak dari berbagai sektor 

pada masyarakat pesisir, karena lokasi penerapan PSBB. adanya PSBB tersebut semua 

kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh 

pada kesehatan, melainkan juga pada keadaan sosial dan ekonomi.  Untuk itu bantuan sosial 

khusus ini perlu dikeluarkan karena banyaknya pekerja lepas yang mengalami kemerosotan 

extrim bahkan sampai kehilangan penghasilan akibat kebijakan-kebijakan yang ada, semakin 
bertambahnya kelompok rentan dikarenakan banyak perusahaan yang mengakhiri hubungan 

kerja dengan para pekerjanya, serta penurunan tentang daya beli masyarakat terhadap 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari,  Fatkhul Khoiriyah dkk, (2020:98). 

Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Buton tahun 2020, tentu tidak 

terlepas dari Peran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton.  Pengorganisasian 
(Organizing), merupakan salah satu kegiatan dalam suatu organisasi yang memegang peranan 

penting dalam upaya mencapai tujuan kebijakan sesuai yang diharapkan. Dimana setelah 

kebijakan ditetapkan, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi 

yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses.  

Berdasarkan pengamatan awal peneliti melihat bahwa implementasi kebijakan 

pemerintah terkait pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020 dalam rangka upaya 
penanggulangan pandemi Covid-19, belum tertata baik yang dapat di lihat pada organisasi 

berkerja dengan metode dan keterlibatan berbagai pihak. Selain itu sumber daya manausia 

implementor kebijakan yang masih terbatas, sehingga proses penyaluran bantuan kadang 

terhambat, walaupun maslah tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan.  

Untuk dapat memberikan solusi atas kebijakan proses pembuatan kebijakan harus 

konprehensif dan juga melalui implementasi kebijakan. Melalui implementasi kebijakan, maka 
akan diketahui berbagai persoalan kebijakan dan yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan, sehingga dengan demikian kebijakan akan mengalami terminasi atau revisi 

inkremental. Maka penelitian ini menganalisis fenomena permasalahan Implementasi 

Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Buton. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan 
Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Buton berdasarkan dimensi: Organisasi, 

intrepretasi dan pelaksanaan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Implementasi kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang 

menentukan keberhasilan kebijakan yang telah dirumuskan. Proses ini melibatkan 

penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan, yang melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan. Agar kebijakan bisa efektif, penting untuk melibatkan semua pemangku 

kepentingan, menjaga komunikasi yang baik, serta melakukan evaluasi secara berkala. 
Sedangkan keberhasilan Implementasi kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang 

perlu diperhatikan, yakni; (1) Organisasi yaitu merupakan pembentukan atau penataan ulang 

sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. 

Organisasi dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan dapat dikaitkan penentu unit- 

unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing- masing unit organisasi berupa sumber 
daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi. (2). Interpretasi yaitu 

aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang operasional dan 

mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku 

dan sasaran kebijakan. (3) Penerapan yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau 

lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program, (Jomes. 1994).  
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Bantuan Sosial Tunai (BST) 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) masa pandemi adalah bantuan sosial yang diberikan 

kepada masyarakat terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Edi Suharto 

menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang 

diberikan kepada kelompokkelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif 

jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan. Edi Suharto. (2009: 48). Dalam 
merespon kerantanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk 

perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah segala bentuk 

kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan 

dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami 

oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan, Edi Suharto. (2009: 42). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2018: 6).  Sumber data 
dalam penelitian menurut Lofland dalam Moleong (2010:157) menjelaskan bahwa sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus 

penelitian, yaitu data wawancara yang merupakan informasi responden tentang implementasi 
kebijakan penyaluran bantuan sosial tunai pada masa pandemi di Kabupaten Buton 2020. 

Data terkumpul dipisahkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data kualitatif, antara lain pengamatan (observasi), wawancara (Interview), dan 

dokumentasi. 

Data setelah dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah analisis data yaitu kegiatan 

yang disusun secara sistematis untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan sehingga 
memperoleh temuan-temuan yang didapat selama penelitian. Terdapat beberapa tahapan 

aktivitas dalam melakukan analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu pengumpualan data, 
Data  (Reduksi Data) analisis data dan Kesimpulan atau verifikasi. 

untuk memasikan data te;ah faid maka dilakukan Validitas keabsahan data. Validitas 

data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data 

yang dilaporkan oleh peneliti. Sugiyono (2011:181-183) menyebutkan bahwa dalam pengujian 
keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji Uji Kredibilitas, Uji Transferability, Uji 

Dependability, dan Uji Konfirmability, atau disebut juga uji objektivitas. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan dan pengoperasian suatu kebijakan 

yang telah dirancang oleh pemerintah atau lembaga terkait. Proses ini melibatkan beberapa 

langkah penting, antara lain pengorganisasian, intrepretasi dan aplikasi. Implementasi 

kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mencapai tujuan 

pembangunan yang telah ditetapkan.  

Organisasi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan pada berbagai sumber diatas maka 

penelitian ini dapat diketahui bahwa organisasi pelaksana implementasi kebijakan penyaluran 

bantuan sosial tunai melibatkan kantor pos sebagai penyalur, pemerintah daerah mengawasi 

proses penyaluran dan dana bersumber dari pemerintah pusat. Adapun sumber daya manusia 

menggunakan pegawai yang sudah yang ada di dinas sosial dan kantor pos. Bagi Jones 
(1994:296) organisasi birokrasi berkaitan dengan (a) pembentukan atau penataan kembali 

sumber daya, (b) unit-unit, serta (c) metode untuk menjadikan program berjalan Dengan 

demikian ketiga aspek ini akan dibahas sebagai berikut:  

Sumber Daya Sumber daya  

Proses implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari 
implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan 

meliputi staf dengan ukuran cukup, dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk 

penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan 

usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia 
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dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya 

Sumber Daya Manusia, terbatasnya dana atau fasilitas dalam implementasi kebijakan, adalah 

merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. 

Hasil penelitian yang diperoleh sehubungan dengan sumber daya untuk pendukung 

kebijakan bantuan Sosial Tunai, bersumber pada sumber daya manusia yang ada, tidak ada 

rekrutmen pegawai. Pemerintah masih memberika  kepercayaan pada  dinas social dan kantor 
pos untuk melakukan penyaluran BST. Kantor pos hanya menyalurkan bantuan social di 

desa, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu 

adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diketahui bahwa 

kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan BST profesional, sehingga 

mempengaruhi mereka untuk mengindentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. 
mereka mempunyai kemampuan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan sesuai 

dengan kemampuan mereka, disamping itu mereka juga mampu mendorong masyarakat. 

berangkat dari kondisi tersebut, pihak pelaksana penyalur BST oleh kantor Pos cukup ramai 

sehingga beresiko bagi yang kurang sehat. Oleh itu kantor perlu segera mungkin melakukan 

pembenahan dilingkungan internalnya untuk mendukung ketersediaan tenaga yang kompeten 
dalam pelaksanan BST. Berkaitan dengan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan 

BST. 

Selanjutnya sebagaimana pernyataan yang diperoleh dari seluruh informan dimana 

sebagian  dana yang digunakan untuk masyarakat misksin berasal dari dana pemerintah 

pusat dan di salurkan oleh PT pos. Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap 

tingkat kemampuan pelaksana relative baik, artinya secara pendidikan mereka cukup baik.  
sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah dengan cepat.  

Unit-Unit / Struktur Organisasi  

Organisasi birokrasi adalah unit-unit organisasi dimana unit-unit organisasi merupakan 

bagian dari model besar yakni struktur. Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal 
dengan mana organisasi dikelola, Handoko (1998:169) mengatakan bahwa: “dalam struktur 

menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara 

fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan 

kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi”. 

Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-

anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan 
dan sasaran organisasi. Penataaan struktur/unit perlu diatur melalui aturan jelas yang 

membatasi agar wewenang fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, tidak dilewati oleh 

birokrasi. Adanya keteraturan yang jelas akan dapat menghilangkan tugas-tugas pegawai yang 

overlapping (tumpang tindih), demikian juga peraturan yang jelas akan dapat menciptakan 

prosedur kerja yang baku. 
Berdasarkan temuan penelitian bahwa struktur organisasi pelaksana BST di Kabupaten 

Buton telah terbentuk dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota yang ada. struktur 

sudah terbentuk dengan pembagian tugas yang jelas, dari jumlah tidak masalah namun 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing anggota disatu sisi dapat dikatakan 

sudah sangat baik walaupun sebetulnya bukan tugas wajib mereka misalnya TNI, Polri dan 

Kejaksaan. Selain itu pelaksanaan tugas terkendala waktu yang mereka sediakan untuk 
membantu pelaksanaan tugas ini terbatas karena mereka memiliki pekerjaan lain untuk 

dilakukan dan juga terdapat anggota tidak total melaksanakan pekerjaan ini karena memiliki 

profesi lain. 

Metode  

Menurut Agus M. Hardjana. (2003) Metode merupakan rangkaian proses kegiatan yang 
harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan 

bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika 

organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah, metode tidak kalah penting 

perannya didalam pencapaian tujuan. Dengan adanya metode dalam sebuah organisasi, maka 

organisasi tersebut akan lebih mudah dan teratur dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang 

telah ditetapkan. Berkenaan dengan pelaksanaan program BST yang merupakan salah satu 
kebijakan pemerintah Pusat dalam rangka pencegahan kemiskinan dampak dari pandemic 

covid-19. 

Jadi pada dasarnya implementasi adalah melaksanakan sesuatu dalam hal ini kebijakan 

yang dapat menimbulkan sesuatu dampak tercapainya atau tidaknya sesuatu kebijakan 
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dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi 

kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebagaimana 

yang dikemukakan Grindle (1980) bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah 

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik 

kedalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, hal itu 

menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.  
Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji 

implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: 
What is the precondition for successful policy implementation? Dan What are the primary 
obstacles to successful policy implementation? Pertanyaan mendasar diletakkan pada apa yang 

menjadi prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan dan apakah yang menjadi faktor 
penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Jones (1994:12) mengartikan 

implementasi kebijakan sebagai “getting the job done and doing it”. Pengertian ini merupakan 

pengertian yang sederhana, tetapi tidak berarti bahwa implementasi merupakan suatu proses 

kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam pelaksanaannya, menurut Jones 

menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan 

organisasional. Implementasi kebijakan publik menekankan pada tindakan baik yang 
dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu, kelompok atau pihak swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. 

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan 

suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator 

dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholdernya.  

Intrepretasi 

Mengacu pada berbagai sumber diatas dapatlah diketahui bahwa intrepretasi kebijakan 

adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-

masing. Penyaluran bantuan sosial tunai oleh pemerintah dengan yang melibatkan Kantor Pos 

sebagai penyalur berjalan sebagaimana arahan kebijakan. Pemerintah daerah hanya sebatas 

memantau, memonitor pelaksanaan penyaluran bantuan serta menerima dan menampung 
aduan masyarakat terkait dengan bantuan lalu kemudian disampaikan kepada Kementerian 

Sosial Republik Indonesia.  

Keberhasilan Pelaksanaan BST yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua 

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman 

pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara berbagai 

stakeholder dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. menginterpretasikan kebijakan 
menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para 

pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan 

pandangan para pembuat kebijakan. Karena itu, menurut Jones (1994:320) dengan mengutip 

pernyataan George C. Edwards, mengatakan bahwa mereka yang menerapkan 

keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan 
ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima 

tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang 

apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan 

tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut.  

Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat apakah pelaksanaan BST di 

Kabupaten Buton sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar 
pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing, terkait hal itu proses 

penyampaian informasi, sosialisasi, kejelasan tugas, merupakan hal yang penting dan hal itu 

dilakukan melalui komunikasi yang baik disamping itu terkait juga dengan konsistensi 

pelaksana. 

Penerapan  

Mengacu pada berbagai temuan diatas dapat diketahui bahwa penerapan bantuan sosial 

tunai dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder dengan pemberian jadwal penerima 

bantuan, namun mendadak dan penerima bantuan masih menggunakan data 2015, sehingga 

ada warga yang sebetulnya tidak berhak mendapat bantuan sosial tetapi mendapat bantuan 

sosial.  

Aplikasi atau Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para 
pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-

patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan 

akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya 
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merupakan tumpukan kertas belaka. Karena itu, Jones (1994:320) mengatakan aplication, 

adalah “ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program”. 

Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (target group). 

Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau 

menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan 

bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi 
implementor.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial tunai diterapkan di 
Kabupaten Buton dengan memperhatikan 3 aspek penting dalam keberhasilan kebijakan 

yaitu: (1) Organisasi pelaksana implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial tunai 

melibatkan kantor pos sebagai penyalur, pemerintah daerah mengawasi proses penyaluran 

dan dana bersumber dari pemerintah pusat. Adapun sumber daya manusia melibatkan Dinas 

Sosial, TNI Polri, kejaksaan dan Kantor Pos. (2) Intrepretasi kebijakan adanya pemahaman 

yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing. Penyaluran 
bantuan sosial tunai oleh pemerintah dengan yang melibatkan Kantor Pos sebagai penyalur 

berjalan sebagaimana arahan kebijakan. Pemerintah daerah hanya sebatas memantau, 

memonitor pelaksanaan penyaluran bantuan serta menerima dan menampung aduan 

masyarakat terkait dengan bantuan lalu kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial 

Republik Indonesia. (3) Penerapan bantuan sosial tunai dilakukan dengan melibatkan 
berbagai stakeholder dengan pemberian jadwal penerima bantuan, namun mendadak dan 

penerima bantuan masih menggunakan data 2015, sehingga ada warga yang sebetulnya tidak 

berhak mendapat bantuan sosial tetapi mendapat bantuan sosial. 

Oleh karena itu disarankan agar pemerintah perlu melakukan evaluasi data kemiskinan 

secara terpadu dan berkala, guna memastikan masyarakat penerima dan yang tidak berhak 

meneriman bantuan sosial. selain itu hendaknya masyarakat menyadari bahwa bantuan 
sosial tidak menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan akan 

menimbulkan ketergantungan masyarakat. 
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